GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1064 TAHUN 2018
TENTANG

PENDIRIAN DAN PENAMAAN TAMAN PENITIPAN ANAK NEGERI
BALE BELAJAR BALAIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pertumbuhan dan
perkembangan anak wusia dini (0-6 tahun) agar sesual
tahapannya, baik dari segi kesehatan maupun perkembangan
kemampuan intelejensia, emosi, sosial, spiritual dan
psikomotorik bagi anak usia dini yang orang tuanya bekerja di
lingkungan Gedung Balaikota Provinsi DKI Jakarta dan
sekitarnya, perlu didirikan Taman Penitipan Anak di lokasi
dimaksud,;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Pendirian dan Penamaan Taman Penitipan Anak
Negeri Bale Belajar Balaikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional,

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

: Biaya penyelenggaraan Taman Penitipan Anak Negeri

sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau Suku Dinas
Pendidikan Kota Administrasi serta Perangkat Daerah terkait lain.

: Pembagian ruang dan penempatan masing-masing jenjang usia

diatur melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2018

3UB R PROVINSI DAERAH KHUSUS®
KOTA J KARTA,

—

S BA EDAN

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

NOU AN

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi DKI Jakarta

oo

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta



	00000001
	00000002

